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KATA PENGANTAR

Selamat datang dan terima kasih atas partisipasinya dalam Seminar Nasional
Menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015 yang
dilaksanakan di Universitas Hasanuddin, Kampus Tamalanrea, 10 November 2015. Seminar
ini diselenggarakan atas kerjasama Program Studi (S1 & S2) Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Badan Pengawas
Pemilu (BAWASLU) Republik Indonesia dan Pengurus Cabang Asosiasi Ilmu Politik Indonesia
(PC AIPI) Kota Makassar.

Tujuan diselenggarakannya Seminar ini untuk mengetahui sejauh mana kesiapan
daerah-daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2015
dengan melibatkan kalangan akademisi dan praktisi. Melalui penyelenggaraan Seminar ini
kami diharapkan akan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh para pemangku
kepentingan untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak di Indonesia.

Dalam buku program ini tersaji 31 Abstrak yang diterima oleh panitia dalam 2
gelombang penerimaan dan telah diseleksi dengan teliti, hingga karya-karya terbaik ini hadir
dihadapan Bapak/Ibu/Saudara. Buku program ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari
prosiding Seminar Nasional Pilkada Serentak yang menyajikan makalah lengkap dari Abstrak
yang telah tampil dalam buku ini yang kami dikategorikan ke dalam 4 sub-tema, antara lain:
(1) Demokrasi dan Partisipasi Publik, (2) Regulasi Pilkada, (3) Institusionalisasi Partai Politik
dan (4) Politik Dinasti.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh
pihak yang telah terlibat untuk mendukung kesuksesan acara ini, diantaranya: Ketua
DKPP R], Ketua KPU RI, Ketua BAWASLU RI, Gubernur Sulawesi Selatan, Rektor Universitas
Hasanuddin, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNHAS dan rekan-rekan panitia di
Program Studi (S1 & S2) Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Semoga kerjasama yang baik
ini dapat membawa manfaat untuk Indonesia yang lebih baik di masa kini dan masa yang
akan datang.

Makassar, 10 November 2015

Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si.
Ketua Panitia Pelaksana
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SAMBUTAN DEKAN

Assalamualaikum wr. wb.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Kuasa, yang dengan perkenannya kita dapat hadir dalam acara seminar ini. Menyambut Pilkada
Serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015 yang akan datang, Fakultas [lmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
RI, Komisi Pemilihan Umum RI dan Badan Pengawas Pemilu RI mengadakan Seminar Nasional
Menyongsong Pilkada Serentak 2015.

Sebagai salah satu fakultas yang memiliki visi mengembangkan ilmu sosial dan ilmu politik
melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, maka seminar ini kami laksakan
bersama sebagai bentuk pengabdian masyarakat berbasis pengembangan ilmu, sesuai dengan kondisi
obyektif dan kebutuhan masyarakat.

Pilkada Serentak 2015 gelombang pertama yang akan dilaksanakan di 269 daerah pilkada
ini merupakan langkah awal menuju desain ideal pilkada serentak. Setelah ini, Pilkada Serentak
gelombang kedua akan dilksanakan pada Februari 2017 dan gelombang ketiga pada Juni 2018 hingga
menuju Pilkada Serentak Nasional pada tahun 2027.

Kami bangga bahwa FISIP Universitas Hasanuddin dapat terus berkontribusi untuk merespon
isu-isu di tingkat nasional dan global yang menjadi perhatian dari masyarakat serta menjadi corong
pengembangan ilmu. Dari seminar ini, kami turut mengambil bagian dalam ketentuan konstitusi
untuk melaksanakan Pilkada Serentak yang adalah bagian dari keinginan bangsa untuk terus maju.

Melalui seminar ini, kami berharap dapat menghasilkan luaran yang berguna bagi pelaksanaan
Pilkada Serentak nantinya agar dapat menjadi pilkada yang berlangsung aman, tertib dan luber jurdil.

Selamat membaca dan Salam Hangat

Wassalamu alaikum wr. wb.

Makassar, 10 November 2015
Dekan FISIP UNHAS

Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si.
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